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PUTUSAN  
Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Ktb. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis 

Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya: 

Salma binti Pa’Ala, NIK 7306145504930003, tempat dan tanggal lahir di 

Tassese, 15 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sawit, 

Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di PTE Divisi I, RT.006, 

Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten 

Kotabaru, disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

Muh. Zain bin Umar, NIK 7306061510700001, tempat dan tanggal lahir di Bili-

Bili, 15 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian 

Lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Jene-Jene, 

RT.001, RW.002, Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten 

Gowa, disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

 Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal                       

15 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kotabaru tanggal 15 November 2022 dengan perkara No. 

441/Pdt.G/2022/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 

pada tanggal 01 Mei 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  

093/27/V/2013 tanggal 20 Mei 2013; 
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan 

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua 

Penggugat di Makassar selama kurang lebih 6 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang 

bernama Nur Afni binti Muh Zain, lahir tanggal 25 Maret 2015 di Bili-Bili; 

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan 

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2014; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

semakin tajam dan memuncak terjadi pada 2019; 

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

adalah karena: 

6.1. Tergugat sering mabuk-mabuk sehingga akibatnya sering memukul 

Penggugat; 

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 

2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi 

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah 

tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di PTE Divis I, RT.006, Desa 

Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan 

Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jene-Jene, RT.001, RW.002, Desa 

Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa; 

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih  3 

tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; 

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara 

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan 

lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada 
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harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik 

bercerai dengan Tergugat; 

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat (Muh. Zain bin Umar) 

terhadap Penggugat (Salma binti Pa’Ala); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 

datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) 

panggilan No. 441/Pdt.G/2022/PA.Ktb, telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk 

mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar 

kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 

sehingga oleh Hakim Tunggal perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi 

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No.1 Tahun 2016; 

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat 

gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas 

pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan 

perubahan ataupun tambahan atas gugatannya tersebut; 

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil 

gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa: 
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- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 093/27/V/2013 tanggal 20 

Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa 

oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai 

dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P) diberi 

tanggal dan paraf; 

 Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 

(dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah 

sumpah sebagai berikut: 

1. Hasnita binti Abbas, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 November 

2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, tempat kediaman di Jalan PTE I, RT.02, Desa Batu Tunau, 

Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai 

keponakan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara 

resmi sekitar tahun 2013 yang lalu; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

Makassar sampai pisah tempat tinggal; 

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering 

mabuk dan Tergugat bersikap kasar dan memukul Penggugat bahkan 

saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) 

tahun yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir 

maupun batin; 
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- Bahwa Sekarang Penggugat bertempat tinggal di PTE Divis I, RT.006, 

Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru 

dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jene-Jene, RT.001, RW.002, 

Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa; 

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak ber-

hasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat; 

2. Umar bin Abbas, tempat dan tanggal lahir Siwa, 20 Juni 1998, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perkebun, tempat kediaman di Jalan 

Sepompong, RT.08, Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, 

Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai keponakan Penggugat, yang 

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 

sebagai berikut; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara 

resmi sekitar tahun 2013 yang lalu; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

Makassar sampai pisah tempat tinggal; 

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering 

mabuk dan Tergugat bersikap kasar dan memukul Penggugat bahkan 

saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 

2019 yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir 

maupun bati. Setelah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi ke 

Kotabaru; 

- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di PTE Divis I, RT.006, 

Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru 
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dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jene-Jene, RT.001, RW.002, 

Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa; 

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak ber-

hasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat; 

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan 

bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar Pengadilan Agama 

menjatuhkan putusannya; 

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi 

dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang 

yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim 

menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas; 

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula 

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk datang 

menghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu 

disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without 

reason), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang 

bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap 

di persidangan; 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan 

oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak 

menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 

264 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek; 

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan 

dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai upaya perdamaian melalui 

proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak 
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pernah hadir menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat 

dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya Penggugat menyatakan 

tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas gugatannya tersebut; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah 

bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk sehingga akibatnya sering 

memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah 

rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang; 

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan 

sangat sulit didamaikan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut 

di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan jatuh 

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang 

ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan 

Hakim Tunggal bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan 

Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak 

keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka 

Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan 

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personal 

recht yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generali) yaitu 

perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak 

melawan hukum, namun Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus 

dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement Voor 

De Buitengewesten (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P, bukti 
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tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa 

fotokopi yang telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) 

huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 

huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas 

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) 

huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang No. 10  tahun 2020 

tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat yang 

diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah 

hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana terbukti dari bukti 

P dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat oleh karenanya 

Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang 

memeriksa dan memutus perkara a quo (Vide Pasal 66 ayat (2)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik 

dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan 

sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan 

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. 

Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga 

Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 

(dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni 

disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut 

tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang 

dikuatkan dengan alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi-saksi tersebut 

diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

- Bahwa, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan 

sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa, kedua saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak 

harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat 

sering mabuk dan Tergugat memukul Penggugat; 

- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa, kedua saksi tahu sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin; 

- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak 

berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut 

di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya 

sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan 

bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh 

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan 

pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308 

dan 309 RBg); 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah 

dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua 

alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan dan juga penilaian Majelis 

Hakim dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan 
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Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan yang 

tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari 2 orang 

saksi keluarga Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang 

jelas sebagaimana dimaksud Pasal 308 Rechtsreglement Voor De 

Buitengewesten (R.Bg.), serta ternyata secara substansial saling bersesuaian 

antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 

309 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.) jo. Pasal 1908 

KUHPerdata, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan 

dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk 

dan Tergugat memukul Penggugat;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-

kurangnya sejak tahun 2019 sampai sekarang, 

 Bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk menasihati 

Penggugat lagi; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukan 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi 

untuk rukun; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai 

disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi 

Penggugat, keduanya juga menjadi saksi dalam perkara a quo, maka Majelis 

Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, 

tentang Perkawinan, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

saling melayani lagi layaknya suami isteri baik lahir maupun batin; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah 

perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan 
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kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka 

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan 

mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya 

mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga 

semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian 

hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi; 

م على جلب المصالح;درء المفاسد مقد    
Artinya :  “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada 

mengambil kemashlahatan”; 
 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah 

hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :  

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab 
percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang 
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau 
tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan 
tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun 
salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan 
dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan 
berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”; 

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 

tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : 

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan 
untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti 
retak dan pecah”; 

 Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah 

Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan 

SEMA nomor 4 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat 

dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marreage) 

dengan indikator antara lain: 

- Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil; 
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri’ 
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- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan 
kewajibannya sebagai suami isteri; 

- Bila telah pisah ranjang, dan 
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, 

Penjudi dan lain-lain);  
  
 Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai 

dengan maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai 

dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara’ yang 

terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang telah diambil alih 

sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: 

 جوزلا فارتعاو ا ةجوزلا ةنيبب ىضاقلا ىدل اهىوعد تتبث ناف
 

 او د هعم ق اطي لا امم أ ذيلاا ناكو زجعو اهل اثما نيب ةرشعلا م
 

 ةنئ اب ةقلط اهقلط امهنيب حلاصلاا نع ض اقلا
 
Artinya : “Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim 

dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau 
adanya pengakuan dari suami (Tergugat ) dan adanya penyakit 
(perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan 
suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara 
keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat ) 
kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain”; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat 

beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor              

7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 

90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 

50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muh. Zain bin Umar) 

terhadap Penggugat (Salma binti Pa’Ala); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 

2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami 

Madjibran Tjebbang, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Mustofa Supri 

Zulfatoni, S.H., dan Azhar Nur Fajar Alam, S.H. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim 

Anggota dan dibantu oleh Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri 

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

   Ketua Majelis, 

 

 

 

Madjibran Tjebbang, S.H. 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Mustofa Supri Zulfatoni,S.H. 

 Hakim Anggota, 

 

 

 

Azhar Nur Fajar Alam, S.H. 

    

Panitera 

 

 

Ridhiaweniaty, S.H. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2022/PA.Ktb 

 

Perincian biaya perkara : 

1. Biaya Pendaftaran   Rp.     30.000,00 
2. Biaya Proses  Rp.     75.000,00 
3. Biaya Panggilan  Rp.2.440.000,00 
4 PNBP Panggilan  Rp.     20.000,00 
5 Biaya Redaksi  Rp.     10.000,00 
6. Biaya Materai  Rp.     10.000,00 
    
 JUMLAH  Rp.2.585.000,00 
 Terbilang :  (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 
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